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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

bahwa untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah
maupun Unit Kerja yang baik dan progresif serta tertib
administrasi perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu penetapan standar
harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Kota Sungai
Penuh Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4871);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahyun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar



Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
Walikota adalah Walikota Sungai Penuh

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik/non
fisik Melalui analisis yang distandarkhn untuk setiap jenis komponen
kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II



STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 2

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai
Penuh.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas standar biaya umum, rekapitulasi standar kegiatan non fisik,
rekapitulasi standar kegiatan fisik dan wuraian analisa kegiatan fisik
konstruksi.

(2) Untuk Uraian lain yang belum termasuk dalam Standar Harga Satuan Pokok
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Petunjuk
Teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah:

a. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA- SKPD dan DPA-SKPD
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;

b. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui
analisis yang distandarkan wuntuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standard barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium
sebagai elemen penyusunnya;

c. merupakan standar harga tertinggi terhadap barang dan jasa yang didalamnya
termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk
memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;

d. merupakan standard biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam
penyusunan anggaran, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi
nyata yang ada dilapangan; dan

e. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon
penyedia barang/jasa.

Pasal 5

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisis
pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai
adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku dipasaran, berdasarkan
hasil survey dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
barang/jasa.

(2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam Standar
Harga Satuan Pokok Kegiatan lebih tinggi dari harga yang ada dipasaran,
maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah
harga satuan upah dan bahan yang berlaku dipasaran.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Juli 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
ttd
AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 19
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Syngai Penuh,

ZAHIRMAN, S.H, M.H.

Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006




